ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dasar & pertimbangan hukum
majelis hakim dalam menetapkan Wali Adhal, cara penggugat bermohon pada
Pengadilan Agama Kudus untuk peralihan dari Wali Nasab ke Wali Hakim karena
Wali Adhal serta proses penyelesaian perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama
Kudus.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kudus, spesifiknya di Pengadilan Agama Kudus.
Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang
berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data
website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang
disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian,
maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum majelis
hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds ini telah
sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali)
pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon
suami pemohon, dengan alasan harus member uang sebesar Rp: 10.000.000.00
terlebih dahulu kepada wali dan tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon
tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P)
tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon
enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang
menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling
mencintai. (2) Proses pengajuan perkara wali Adhal sama dengan pengajuan
permohonan pada umunya, yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara,
pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim,
penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-
pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada
waktu yang ditentukan.



